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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

peraturan hukum terkait pekerja anak serta 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja anak berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan 

adalah yuridis normatif, melalui analisis 

literatur hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pekerja anak 

merupakan persoalan global yang melibatkan 

eksploitasi tenaga anak di bawah usia aktif 

kerja, yang berdampak negatif terhadap 

perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. 

Persoalan ini terkait erat dengan hak asasi 

manusia, yang telah diatur dalam berbagai 

konvensi internasional, seperti Konvensi ILO 

No. 138 dan No. 182, yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur 

aturan terkait pekerja anak melalui Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Peraturan ini menetapkan batasan usia kerja, 

kondisi, dan jam kerja yang layak bagi anak, 
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serta melarang pekerjaan terburuk bagi anak. 

Perlindungan khusus juga diberikan kepada 

anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja 

formal. Prinsip-prinsip internasional seperti 

non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi 

anak, hak hidup, dan penghargaan terhadap 

pandangan anak menjadi dasar dalam 

melindungi pekerja anak di Indonesia. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di 

Indonesia dilakukan melalui 3 langkah, yakni: 

1. Langkah preventif merupakan langkah 

awal untuk mencegah adanya pekerjaan 

anak dengan upaya pemerintah membuat 

peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

tentang perlindungan anak dan larangan 

mempekerjakan anak. Serta melakukan 

sosialisasi terhadap orang tua tentang 

pentingnya perlindungan hak anak. 

2. Langkah perlindungan referensif 

merupakan tindakan yang dilakukan 

apabila telah terjadi pelanggaran seperti 

perusahaan tertangkap tangan 

mempekerjakan anak maka untuk 

menegakkan hukum pelanggar diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku agar pelanggar 

mendapatkan efek jera. Sanksi yang 

diberikan berupa pencabutan izin dan 

pemberian ganti rugi terhadap korban. 

3. Langkah perlindungan rehabilitas ini 

diberikan kepada anak yang telah terlibat 

pada pekerjaan terburuk yang 

mengakibatkan gangguan terhadap anak 

baik fisik mental atau psikis anak sehingga 

anak harus menjalani rehabilitas untuk 
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pemulihan kesehatan mental anak, dalam 

upaya rehabilitasi ini anak  

Kata Kunci: Perlindungan hukum, tenaga kerja 

pekerja anak, ketenagakerjaan. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan terhadap anak telah ada 

sejak anak masih berada dalam kandungan ibu 

dan berlanjut hingga anak mencapai usia 

dewasa. Sebagai bentuk perlindungan, Undang-

undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 68 menyatakan bahwa 

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” 

Larangan mempekerjakan anak adalah 

kebijakan yang melarang pemanfaatan tenaga 

kerja anak dibawah usia aktif kerja, dengan 

tujuan melindungi hak-hak anak untuk 

memberikan jaminan perlindungan hukum. 

Berkaitan dengan larangan mempekerjakan 

anak Pasal 74 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 

menyatakan bahwa siapapun dilarang 

mempekerjakan dan melibatkan anak pada 

pekerjaan-pekerjaan terburuk.5 Namun pada 

kenyataannya masih banyak anak yang terlibat 

pada pekerjaan terburuk, Contoh Kasus Pekerja 

Anak di Indonesia dapat dikutip dari 

kompas.com yaitu, eksploitasi Anak di Ladang 

Tembakau Indonesia merupakan produsen 

tembakau terbesar kelima di dunia dengan lebih 

dari 500.000 pertanian tembakau yang tentunya 

memerlukan tenaga kerja yang banyak. 

(International Labour Organization) ILO 

memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10 

 
5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
6 Monica Ayu Caesar Isabela Editor, Artikel ini telah 

tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus-

kasus Pekerja Anak di Indonesia”, 2023. https://nasional.kompa

Tahun sampai 17 Tahun bekerja di pertanian 

Indonesia. Sebagian besar mulai bekerja sejak 

usia 12 Tahun sepanjang musim tanam. Human 

Rights Watch membuat penelitian lapangan di 

tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan 

penelitian, banyak anak mengeluh mual, 

muntah, dan sakit kepala. Di samping itu, 

terjadi keracunan nikotin secara konsisten yang 

dapat mempengaruhi perkembangan otak 

anak.6  Sehingga banyak dari anak-anak ini 

yang tidak besekolah selayaknya anak normal. 

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan peraturan 

hukum yang mengatur tentang perlindungan 

anak di mana hakikatnya waktu anak digunakan 

untuk belajar, bermain, bergembira, berada 

dalam suasana damai, mendapatkan 

kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-

citanya sesuai dengan perkembangan fisik, 

psikologi, intelektual, dan sosialnya. Undang-

Undang Ketenagakerjaan tidak melarang 

sepenuhnya anak untuk melakukan pekerjaan 

karena dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang 

Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 

(tiga belas) Tahun sampai 15 (lima belas) 

Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dan 

memenuhi syarat peraturan yang berlaku.7 

Berdasarkan ketidak selarasannya antara 

peraturan perundang-undangan dan kenyataan 

yang terjadi dimana masih banyak anak yang 

terlibat dalam pekerjaan terburuk. Sehubungan 

dengan ini, penulis berminat untuk mengkaji 

s.com/read /2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-

indonesia. Diakses Tanggal 22 November 2023, Pukul 15.25 

WITA 
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perlindungan hukum terhadap pekerja anak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai 

pekerja anak? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja anak? 

C. Metode Penelitian. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif, yang 

mengacu pada pendekatan yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka, termasuk 

peraturan dan literatur yang relevan. 

PEMBAHASA 

A. Pengaturan hukum mengenai pekerja 

anak. 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai 

pekerja anak8dalam Pasal-pasal berikut: 

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 

68 pemerintah Indonesia menentukan 

kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi 

kerja dilarang untuk mempekerjakan anak. 

Dengan menetapkan ketentuan ini, undang-

undang berusaha memastikan bahwa anak-

anak tidak terpapar pada kondisi kerja yang 

berat atau berbahaya, yang dapat 

mengganggu perkembangan fisik, mental, 

dan emosional anak. 

2. Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 menetapkan kebijakan 

mengenai usia minimum anak yang dapat 

dipekerjakan. Anak berusia 13 hingga 15 

tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan, 

dengan syarat pekerjaan tersebut tergolong 

 
8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Op. Cit.  

ringan. Pasal 69 Ayat (2) mengatur syarat-

syarat yang harus dipenuhi untuk 

mempekerjakan anak. Syarat-syarat 

tersebut mencakup izin tertulis dari orang 

tua atau wali anak sebelum anak 

dipekerjakan. Perjanjian kerja yang jelas 

antara pengusaha dan orang tua atau wali 

juga diperlukan. Jam kerja anak dibatasi 

agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan, 

pekerjaan hanya dilakukan pada siang hari, 

dan tidak mengganggu waktu sekolah. 

Keselamatan dan kesehatan kerja harus 

dijaga dengan ketat, hubungan kerja harus 

jelas dan sesuai dengan ketentuan, serta 

upah yang diberikan harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pasal ini juga mencakup 

pengecualian untuk anak yang bekerja pada 

usaha keluarga. Secara umum, pasal ini 

bertujuan melindungi anak dari eksploitasi 

dan memastikan pekerjaan tidak merugikan 

perkembangan anak. Pasal 69 memastikan 

bahwa anak yang bekerja, meskipun dalam 

batasan usia yang diperbolehkan, berhak 

mendapatkan gaji yang layak dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, 

menegakkan prinsip perlindungan hak-hak 

anak di tempat kerja. 

3. Pasal 70 menyatakan bahwa anak-anak 

boleh melakukan pekerjaan di tempat kerja 

yang termasuk dalam kurikulum 

pendidikan atau pelatihan yang telah 

disahkan oleh pihak berwenang. Anak-anak 

yang diizinkan untuk melakukan pekerjaan 

ini harus berusia minimal 14 tahun. 

Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan 



ketentuan bahwa anak-anak tersebut 

diberikan petunjuk yang jelas mengenai 

cara pelaksanaan pekerjaan serta 

mendapatkan bimbingan dan pengawasan 

selama bekerja. Selain itu, anak juga harus 

mendapatkan perlindungan terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

4. Pasal 71 menjelaskan bahwa anak-anak 

dapat bekerja untuk mengembangkan bakat 

dan minatnya. Pengusaha yang 

mempekerjakan anak-anak ini harus 

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 

pekerjaan tersebut harus berada di bawah 

pengawasan langsung orang tua atau wali, 

waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam 

sehari, dan kondisi serta lingkungan kerja 

tidak boleh mengganggu perkembangan 

fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah 

anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai anak 

yang bekerja untuk mengembangkan bakat 

dan minat diatur melalui Keputusan 

Menteri. 

5. Pasal 72 menjelaskan bahwa ketika anak-

anak dipekerjakan bersama dengan pekerja 

atau buruh dewasa, terdapat kewajiban 

untuk memisahkan tempat kerja anak-anak 

dari tempat kerja pekerja atau buruh 

dewasa. Pemisahan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa anak-anak bekerja di 

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan perlindungan anak, serta untuk 

mencegah potensi risiko atau bahaya yang 

mungkin timbul dari bekerja bersama 

dengan pekerja atau buruh dewasa. 

6. Pasal 73 menyatakan bahwa seorang anak 

dianggap sedang bekerja jika berada di 

tempat kerja, kecuali ada bukti yang 

menunjukkan sebaliknya. Ini berarti bahwa 

kehadiran seorang anak di tempat kerja 

secara otomatis dikategorikan sebagai 

aktivitas kerja, kecuali dapat dibuktikan 

bahwa anak tersebut tidak sedang bekerja. 

Aturan ini diterapkan untuk melindungi 

anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja dan 

memastikan bahwa keberadaan anak di 

tempat kerja diawasi dengan baik. 

7. Pasal 74 menyatakan bahwa tidak seorang 

pun boleh mempekerjakan atau melibatkan 

anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang 

terburuk. Pekerjaan-pekerjaan terburuk ini 

mencakup: 

a. segala bentuk perbudakan atau praktik 

serupa; 

b. pekerjaan yang memanfaatkan, 

menyediakan, atau menawarkan anak untuk 

pelacuran, produksi pornografi, 

pertunjukan porno, atau perjudian; 

c. pekerjaan yang memanfaatkan, 

menyediakan, atau melibatkan anak dalam 

produksi dan perdagangan minuman keras, 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya; 

d. pekerjaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak. 

Pasal ini bertujuan melindungi anak 

dari pekerjaan yang dapat merugikan anak 

secara fisik, mental, dan moral dengan 

melarang eksploitasi dan memastikan 

lingkungan kerja yang aman untuk 

perkembangan anak. 

8. Pasal 75 menyatakan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab untuk mengambil 

langkah-langkah dalam menangani anak-

anak yang bekerja di luar hubungan kerja. 



Langkah-langkah penanggulangan ini akan 

diatur melalui Peraturan Pemerintah. 

Undang-Undang ini menetapkan sanksi 

bagi pengusaha yang melanggar ketentuan 

terkait larangan mempekerjakan anak dalam 

pekerjaan terburuk atau melanggar ketentuan 

Pasal 74, pelanggar akan dikenakan hukuman 

penjara antara 2 hingga 5 tahun atau denda 

minimum sebesar 200 juta rupiah dan 

maksimum 500 juta rupiah. Untuk pelanggaran 

Pasal 68 terkait pengusaha yang 

mempekerjakan anak dan tanpa memamenuhi 

persyaratan dalam Pasal 69 maka hukuman 

yang dikenakan berupa penjara antara 1 hingga 

4 tahun dan/atau denda minimum 100 juta 

rupiah serta maksimum 400 juta rupiah. 

Peraturan hukum mengenai pekerja 

anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 

Tahun 2014)9 sejalan dengan Konvensi Hak 

Anak (KHA) sebagai berikut: 

1. Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah, 

pemerintah daerah, dan lembaga negara 

lainnya memiliki kewajiban untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada 

anak. Perlindungan ini mencakup 

serangkaian tindakan dan kebijakan yang 

dirancang untuk melindungi anak-anak dari 

berbagai ancaman dan risiko yang dapat 

membahayakan kesejahteraan anak. Ini 

termasuk pencegahan kekerasan fisik, 

emosional, dan seksual terhadap anak-

anak, serta pelarangan eksploitasi dalam 

bentuk pekerjaan berbahaya dan eksploitasi 

 
9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

seksual. Perlindungan juga melibatkan 

penyediaan akses yang memadai ke 

layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, 

dan memastikan anak-anak tidak terpapar 

lingkungan kerja yang berisiko tinggi. 

Selain itu, perlindungan khusus 

memberikan dukungan tambahan kepada 

anak-anak yang berada dalam situasi 

khusus, seperti anak yatim piatu atau yang 

terdampak bencana. Tujuan utama dari 

perlindungan ini adalah untuk menciptakan 

lingkungan yang aman dan mendukung 

agar anak-anak dapat tumbuh dan 

berkembang dengan optimal. 

2. Pasal 66 menjelaskan bahwa setiap anak 

berhak mendapatkan perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan ekonomi 

dan pekerjaan yang berpotensi 

membahayakan dirinya. Pasal ini 

menekankan bahwa anak-anak memiliki 

hak fundamental untuk dilindungi dari 

segala bentuk penyalahgunaan yang bisa 

terjadi dalam konteks kegiatan ekonomi 

dan pekerjaan. Ini mencakup perlindungan 

dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

usia anak, pekerjaan berbahaya, dan 

pekerjaan yang dapat mengganggu 

kesehatan fisik dan mental anak. 

3. Pasal 76 I melarang setiap orang 

menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta 

dalam eksploitasi ekonomi dan/atau 

seksual terhadap anak. Pasal ini melarang 

eksploitasi ekonomi dan/atau seksual 

terhadap anak. Larangan ini mencakup 



tindakan menempatkan, membiarkan, 

melakukan, menyuruh melakukan, atau 

turut serta dalam eksploitasi anak. 

Eksploitasi ekonomi terhadap anak 

mencakup pekerjaan yang merugikan 

kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, 

atau perkembangan anak, seperti pekerjaan 

berbahaya, upah yang tidak layak, atau 

pekerjaan yang mengganggu pendidikan 

anak. Eksploitasi seksual mencakup 

pelacuran anak, pornografi anak, dan segala 

bentuk aktivitas seksual yang melibatkan 

anak untuk tujuan komersial atau 

keuntungan pribadi orang dewasa. Setiap 

pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat 

dikenakan sanksi pidana, termasuk 

hukuman penjara dan denda yang 

signifikan. 

4. Pasal 88 menetapkan sanksi pidana bagi 

siapa saja yang melanggar ketentuan 

mengenai eksploitasi anak. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sejalan dengan 

Konvensi Hak Anak (KHA) dalam melindungi 

anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan 

yang berbahaya. Pasal 32 KHA menekankan 

hak anak untuk dilindungi dari pekerjaan yang 

dapat merugikan pendidikan, kesehatan, atau 

perkembangan anak. UU No. 23 Tahun 2002 

mengimplementasikan prinsip-prinsip ini 

dengan mengatur larangan terhadap pekerjaan 

yang membahayakan anak, menetapkan usia 

minimum untuk bekerja, serta mengatur kondisi 

dan jam kerja yang sesuai 

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Anak. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja 

anak dapat dilakukan secara preventif dan 

represif. Pendekatan preventif berfokus pada 

upaya pencegahan terjadinya eksploitasi anak 

melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan 

program. Sebaliknya, perlindungan hukum 

represif berfokus pada penegakan hukum dan 

tindakan hukum setelah pelanggaran terjadi. 

Pendekatan ini melibatkan respons dan sanksi 

terhadap tindakan yang telah merugikan anak. 

Pelaksanan perlindungan hukum terhadap 

pekerja anak sebagai berikut: 

1. Langkah Perlindungan hukum Preventif 

Kenyataan sehari-hari, kasus tentang 

kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap 

anak-anak jarang sekali yang diselesaikan 

melalui pengadilan. Masyarakat lebih memilih 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

secara intern dan kekeluargaan. Untuk itu perlu 

adanya upaya preventif sebagai alternative 

sebelum dilakukannya upaya represif. Upaya 

preventif disini berupa tindakan awal dari 

keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat atau 

tokoh agama, LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat), dan pemerintah, dapat bekerja 

sama untuk mencegah terjadinya eksploitasi 

ekonomi terhadap anak-anak, terutama yang 

dilakukan oleh keluarga dengan cara memenuhi 

kebutuhan dasar anak, yaitu makan, minum, 

tempat tinggal, pendidikan, dan lain-lain 

sehingga tidak memberikan kesempatan kepada 

anak untuk melakukan pekerjaan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. 

Pada 15 Januari 2024, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (P3A) Kota Manado bersama Satuan 

Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) dan Dinas 



Ketenagakerjaan Kota Manado, melakukan 

langkah konkret dalam upaya preventif ini yaitu 

dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di 

Aula Serba Guna Pemerintah Kota Manado. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada orang tua tentang UU No. 13 

Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan dan 

melindungi hak anak. Ditemukan bahwa 

banyak anak yang bekerja sebagai badut untuk 

menambah uang jajan, dengan beberapa 

keluarga bergantung pada pekerjaan tersebut. 

Dalam upaya mengatur aktivitas ini, 

pemerintah menetapkan perjanjian yang 

membatasi jam kerja anak dari pukul 16.00 

hingga 18.00 WITA setelah jam sekolah. Anak-

anak yang bekerja di luar waktu tersebut akan 

dikenai sanksi, termasuk pembinaan oleh 

SatPol-PP dan pemusnahan kostum. Program 

ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan 

antara dukungan ekonomi untuk keluarga dan 

hak anak untuk memperoleh pendidikan yang 

layak.10 

Upaya perlindungan hukum yang 

bersifat preventif bagi pekerja anak yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah melalui 

berbagai peraturan perundang-undangan yang 

melarang anak-anak melakukan pekerjaan yang 

berbahaya bagi keselamatan, kesejahteraan dan 

kesehatan anak, larangan mengeksploitasi 

secara ekonomi terhadap anak-anak, dan 

memberikan persyaratan khusus terhadap 

pekerja anak-anak yang diharapkan dengan 

batasan tersebut mampu mengantisipasi 

terjadinya pekerjaan terburuk bagi anak yang 

dapat mempengaruhi perkembangan fisik, 

 
10 Admweb, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Manado, Satpol-PP, dan Dinas 

mental, emosional, dan intelektual anak. Yang 

diatur diberbagai Pasal perundang-undangan 

diantaranya adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Mengatur 

berbagai aspek mengenai pekerja anak 

dengan tujuan melindungi anak dari 

eksploitasi dan pekerjaan yang 

membahayakan. Pasal 68 melarang 

pengusaha mempekerjakan anak. Namun, 

Pasal 69 ayat (1) memberikan pengecualian 

untuk anak berusia 13 hingga 15 tahun yang 

boleh melakukan pekerjaan ringan, asalkan 

tidak mengganggu perkembangan fisik, 

mental, dan sosial. Pasal 69 ayat (2) 

menetapkan syarat-syarat untuk pekerjaan 

ringan tersebut, termasuk izin tertulis dari 

orang tua atau wali, perjanjian kerja, waktu 

kerja maksimum 3 jam, pekerjaan yang 

dilakukan pada siang hari dan tidak 

mengganggu waktu sekolah, jaminan 

keselamatan dan kesehatan kerja, adanya 

hubungan kerja yang jelas, serta upah 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Selain itu, Pasal 74 ayat (1) melarang 

mempekerjakan dan melibatkan anak pada 

pekerjaan yang terburuk. Pasal 74 ayat (2) 

huruf d menyatakan bahwa pekerjaan yang 

membahayakan kesehatan, keselamatan, 

atau moral anak dilarang dilakukan oleh 

anak-anak.11  

Jenis pekerjaan yang membahayakan 

ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-

232/Men/2003, yang mencakup pekerjaan 

Ketenagakerjaan Berkoordinasi Tangani Pekerja Anak di Kota 
Manado, 2024. Diakses 8 Agustus 2024 Pukul 02.50 WITA 

11 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Op. Cit. 



terkait mesin, alat berat, bahan kimia, dan 

bahaya biologis. Undang-undang ini bertujuan 

memastikan bahwa pekerjaan anak-anak 

dilakukan dalam kondisi yang aman dan tidak 

merugikan kesehatan atau perkembangan anak. 

Pasal 75 menyatakan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab untuk mengambil langkah-

langkah dalam menangani anak-anak yang 

bekerja di luar hubungan kerja. 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 

tentang Ratifikasi (International Labour 

Organization) ILO Convention No. 138 

Tahun 1973 mengatur mengenai usia 

minimum yang diperbolehkan untuk 

bekerja. Konvensi ini lebih lanjut 

menyatakan bahwa undang-undang 

nasional dapat mengizinkan 

dipekerjakannya individu yang berusia 

sedikitnya 15 tahun tetapi belum 

menyelesaikan wajib sekolah, asalkan 

pekerjaan tersebut tidak membahayakan 

kesehatan dan perkembangan anak, serta 

tidak mengganggu pendidikan atau 

partisipasi dalam program pelatihan 

kejuruan.12 

Isi Konvensi ini pada alinea keempat 

bertujuan untuk menetapkan naskah umum 

mengenai batasan umur yang secara bertahap 

akan menggantikan naskah-naskah yang ada 

yang berlaku pada sektor ekonomi tertentu. Hal 

ini disebabkan karena sebelumnya sudah ada 

batasan umur minimal untuk mempekerjakan 

anak, namun terdapat perbedaan untuk setiap 

jenis pekerjaan dan sektor kerja. Dalam alinea 

keempat disebutkan bahwa tujuan konvensi ini 

 
12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 

Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum 

untuk Diperbolehkan Bekerja  

adalah untuk menghapus pekerja anak dalam 

kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Dalam 

rangka memberikan perlindungan terhadap 

anak sebagai pekerja, konvensi ini memuat 

beberapa asas, yaitu: 

1) Asas Penghapusan Kerja Anak: 

Dirumuskan dalam Pasal 1, asas ini 

mengamanatkan kepada setiap anggota 

untuk mengambil kebijakan secara nasional 

guna menjamin penghapusan kebijakan 

anak sebagai pekerja secara efektif. Setiap 

anggota juga diwajibkan untuk menaikkan 

batas usia minimum yang diizinkan bekerja 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan 

fisik dan mental orang muda. 

2) Asas Perlindungan: Terdapat dalam Pasal 

2, asas ini menetapkan bahwa usia 

minimum untuk diperbolehkan bekerja 

adalah anak yang berusia minimal 15 tahun. 

Perlindungan hukum yang diberikan 

terhadap anak sebagai pekerja atau buruh dalam 

suatu lingkungan kerja memerlukan 

pengawasan dan koordinasi antar lembaga yang 

menaungi perkara ketenagakerjaan dan 

perlindungan anak untuk mencegah hal-hal 

yang dapat membahayakan kesehatan dan 

keselamatan anak dalam menjalani 

pekerjaannya sebagai tenaga kerja.13 

2. Langkah Perlindungan hukum Represif  

Perlindungan hukum represif adalah tindakan 

yang diambil untuk menegakkan hukum dan 

memberikan sanksi kepada pelanggar setelah 

terjadinya pelanggaran. Dalam konteks 

perlindungan pekerja anak, langkah-langkah 

13 Angelia, Rina Rahma Ornella. 2022. "Perlindungan 
Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia." Jurnal 

UJSJ, Vol. 5, No. 4. 



represif dapat dibagi menjadi dua kategori 

utama yaitu: 

a. Tindakan Represif Non-Yudisial 

Tindakan represif non-yudisial 

merupakan tindakan yang diambil oleh 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk 

memberi peringatan dan memaksa pengusaha 

atau pihak-pihak terkait agar memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang ketenagakerjaan di luar lembaga 

pengadilan. Tindakan ini biasanya berupa nota 

pemeriksaan yang berisi ketentuan yang 

dilanggar, penasehatan untuk memenuhi 

ketentuan tersebut, serta batas waktu untuk 

pemenuhannya. 

b. Tindakan Represif Yudisial 

Tindakan represif yudisial adalah 

langkah yang diambil oleh Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan untuk memaksa pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang ketenagakerjaan melalui lembaga 

pengadilan. Jika ada kasus yang tertangkap 

tangan atau upaya pemaksaan di luar lembaga 

peradilan tidak berhasil, maka tindakan represif 

yudisial diperlukan untuk menegakkan 

kepastian hukum. Tindakan ini harus 

dituangkan dalam bentuk risalah yang 

menggambarkan dugaan pelanggaran, disusun 

dalam laporan kejadian perkara, dan 

dilanjutkan dengan proses penyidikan. Baik 

kasus tersebut terbukti atau tidak, harus dibuat 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai 

pernyataan hasil penyidikan. Khusus untuk 

pelanggaran yang dapat dibuktikan, BAP harus 

dikirimkan ke lembaga kepolisian untuk 

 
14 Sudaryanto, SH., “Modul Penanganan Pekerja 

Anak”. Indonesia TBP USDOL TPR, Maret 2006. Diakses 

darihttps://toolsfortransformation.net/wpcontent/uploads/2017/0

diteruskan ke lembaga kejaksaan, sehingga 

tindakan dapat dilakukan melalui lembaga 

peradilan.14  

Perlindungan hukum represif bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa yang telah 

terjadi, termasuk penanganannya di lembaga 

peradilan. Berdasarkan Pasal 98-101 KUHAP, 

langkah-langkah yang diperlukan meliputi 

pemberian restitusi (pemulihan) dan 

kompensasi kepada korban untuk mengatasi 

kerugian fisik maupun psikis yang anak alami.   

3. Langkah Perlindungan Rehabilitatif 

Rehabilitasi pekerja anak, terutama 

anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk, merupakan yang penting 

untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan 

sosial anak. Pekerjaan yang berisiko tinggi 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan 

trauma psikologis pada anak, sehingga perlu 

adanya intervensi rehabilitasi 

yang menyeluruh.15 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan perlindungan pekerja anak di 

Indonesia, berdasarkan Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 (yang diperbarui 

dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014), mengatur bahwa pengusaha dilarang 

mempekerjakan anak kecuali dalam 

kondisi khusus seperti pekerjaan ringan 

bagi anak berusia 13 hingga 15 tahun 

dengan izin orang tua dan syarat ketat 

terkait waktu kerja, kesehatan, dan 

keselamatan. Pekerjaan dalam rangka 

5/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf, pada 9 Agustus 2024, 

pukul 11.03 WITA.  
15 ibid 

https://toolsfortransformation.net/wpcontent/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf
https://toolsfortransformation.net/wpcontent/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf


pendidikan atau pengembangan bakat juga 

diizinkan dengan pengawasan orang tua 

atau wali. Anak dilarang bekerja bersama 

pekerja dewasa untuk menghindari risiko 

bahaya, dan tidak boleh dilibatkan dalam 

pekerjaan terburuk yang mencakup 

perbudakan, prostitusi, pornografi, atau 

pekerjaan berbahaya lainnya. Pemerintah 

wajib melindungi anak-anak yang bekerja 

di luar hubungan kerja resmi. Selain itu, 

perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi 

dan seksual diatur melalui sanksi pidana 

bagi pelanggar, yang selaras dengan 

Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi 

International Labour Organization (ILO) 

No. 138, yang menetapkan usia minimum 

kerja dan pengaturan pekerjaan ringan yang 

aman bagi anak-anak. 

2. Perlindungan hukum harus memastikan 

hak-hak dasar pekerja anak terpenuhi, 

seperti hak atas gaji yang layak, jam kerja 

yang sesuai, waktu istirahat, pendidikan, 

serta kesehatan dan keselamatan kerja, dan 

adanya Izin dari orang tua/ wali anak. 

Penerapan perlindungan dilakukan melalui 

peraturan hukum yang berlaku dan 

penegakan hukum yang efektif. 

Perlindungan dapat bersifat preventif, 

upaya perlindungan preventif ini dilakukan 

untuk mencegah terlibatnya anak pada 

pekerjaan yang dapat membahayakan, 

maka dilakukannya sosialisasi mengenai 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan 

membuat peraturan-peraturan yang 

melarang pekerjaan berbahaya bagi anak. 

Adapun Langkah represif, yaitu tindakan 

hukum terhadap pelanggar yang terangkap 

tangan mempekerjakaan anak pada 

pekerjaan yang mambahayakan dan 

mengakibatkan anak menjadi korban pada 

pekerjaan tersebut. Langka rehabilitasi, 

pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan 

berbahaya juga penting. Namun, 

pelaksanaan perlindungan sering 

menghadapi kendala seperti rendahnya 

kesadaran hukum di kalangan pengusaha 

dan kurang efektifnya pengawasan, yang 

menunjukkan perlunya peningkatan 

pengawasan, penegakan hukum, dan 

edukasi untuk melindungi hak anak secara 

optimal. 

B. Saran 

1. Dalam rangka memastikan perlindungan 

yang efektif terhadap pekerja anak, 

disarankan agar pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan 

lebih diperketat. Pemerintah perlu 

memperkuat koordinasi antar lembaga 

terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan 

Dinas Perlindungan Anak, serta 

meningkatkan jumlah petugas pengawas 

yang terlatih. Penegakan hukum harus 

dilakukan secara konsisten, dengan sanksi 

yang tegas terhadap pelanggar, untuk 

menekan angka eksploitasi dan 

pelanggaran hak anak. Dengan demikian, 

ketentuan hukum yang ada dapat 

diterapkan dengan lebih efektif, dan anak-

anak dapat terlindungi dari kondisi kerja 

yang merugikan. 

2. Untuk meningkatkan pemahaman tentang 

hak-hak anak dan pelaksanaan 

perlindungan terhadap pekerja anak, perlu 

ada program edukasi dan sosialisasi yang 



lebih luas dan terstruktur. Program ini harus 

ditujukan tidak hanya kepada pengusaha 

dan pekerja, tetapi juga kepada masyarakat 

umum, termasuk orang tua dan tokoh 

masyarakat. Edukasi harus mencakup 

informasi tentang bahaya pekerjaan anak, 

hak-hak anak sebagai pekerja, dan 

pentingnya memberikan waktu yang cukup 

untuk pendidikan. Program-program ini 

bisa dilakukan melalui kampanye publik, 

pelatihan, dan sosialisasi di lingkungan 

sekolah. Dengan meningkatkan kesadaran, 

diharapkan akan ada perubahan perilaku 

yang positif dan dukungan masyarakat 

yang lebih besar terhadap 

perlindungan pekerja anak. 
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